
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR ~.1 TAHUN 2021 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN 

(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas 
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), maka terhadap 
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan 
(Whistle blowing System) Dugaan Tindak Pidana Koru psi 
perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 
Tahun 2019 ten tang Pedoman Umum Sistem Penanganan 
Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan 
Tindak Pidana Korupsi; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Pu blik (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah 
Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ten tang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3995); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5135); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 37); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

Peraturan 
Republik 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi danWilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 
2021 Nomor 6); 

19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Togas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 20); 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN 
PELAPORAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) 
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 
21 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan 
Pelaporan Pengaduan ( Whistle Blowing System) Dugaan Tindak 
Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto. 
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto. 
5. Tindak Pidana Koru psi adalah setiap orang yang 

menjalankan aktivitas/bekerja sebagai pegawai atau 
penyelenggara negara serta kelompok/ anggota 
masyarakat yang menggunakan anggaran negara di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. 

6. Pelapor Pengaduan (Whistleblower) yang selanjutnya 
disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan 
perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi 
didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait 
lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai 
atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi. 

7 . Whistle blowing system adalah sarana/ mekanisme bagi 
whistleblower menyampaikan pengaduan dugaan tindak 
pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan 
pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang 
melibatkan pegawai dan orang lain yang ada kaitannya 
dengan tindak pidana korupsi tersebut. 

8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh 
Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana 
korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan. 
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9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan 
untuk menyampaikan pengaduan. 

10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, 
dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan 
adanya Tindak Pidana Korupsi. 

11. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang dibentuk 
untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang 
disampaiakan oleh pelapor. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

( 1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara 
langsung maupun tidak langsung. 

(2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui 
Saluran Pengaduan yang berupa help desk yang 
disediakan oleh Inspektorat. 

(3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui 
aplikasi http:/ /wbs.mojokertokab.go.id 

(4) Perangkat Daerah harus mempublikasikan Saluran 
Pengaduan yang telah disediakan Inspektorat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling 
kurang pada papan/banner pengumuman resmi di 
kantor dan web resmi perangkat daerah. 

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi 
se bagai beriku t : 

Pasal 4 

( 1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim Penerima Pengaduan bertanggung jawab secara 
ex officio. 

(3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Penanggungjawab lnspektur 
b. Ketua Sekretaris Inspektorat 
c. Operator Pegawai Inspektorat 
d. Tim Verifikasi 1. Pejabat Eselon IV / III 

(Pengawas / administrator); 
2. Auditor; 
3. Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 
Daerah (PPUPD) 

Tim Verifikasi berjumlah gasal. 
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e. Tim Investigasi 1. Auditor 
2. Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 
Daerah (PPUPD) 

(4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti 
pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta 
berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 1 ~ D~<l.'5'\- 2021 

BUPATI MOJOKERTO, 

~v 
IKFINA FAHMAWATI 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal t l.. ov,.:roQa$\.. 2021 

N MOJOKERTO, 

S-3 UPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR ....... . 


